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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana tindak
pidana di bidang kewarganegaraan dan
bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana di bidang kewarganegaraan.
Penelitian ini  menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dan dapat
disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak
pidana di bidang kewarganegaraan yaitu
Pejabat yang karena kelalaiannya
melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini sehingga mengakibatkan
seseorang kehilangan hak untuk
memperoleh atau memperoleh kembali
dan/atau kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Setiap orang vyang
dengan sengaja memberikan keterangan
palsu, termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dokumen palsu,
memalsukan surat atau dokumen dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai keterangan atau surat atau
dokumen yang dipalsukan untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia atau memperoleh  kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2.
Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
pelaku  tindak  pidana  di bidang
kewarganegaraan vyaitu pidana penjara,
pidana denda. Pejabat vyang karena
kelalaiannya dan kesengajaan
melaksanakan tugas dan kewajibannya
dipidana dengan pidana penjara. Setiap
orang maupun korporasi yang dengan
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sengaja memberikan keterangan palsu,
termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dokumen palsu,
memalsukan surat atau dokumen dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai keterangan atau surat atau
dokumen yang dipalsukan untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia atau memperoleh  kembali
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia
dipidana dengan pidana penjara dan pidana
denda. Korporasi sebagaimana dimaksud
dipidana dicabut izin usahanya dan
pengurus korporasi dipidana dengan pidana
penjara dan pidana denda.

Kata kunci: Pelaku, tindak pidana,
kewarganegaraan.

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berbagai bentuk  tindak  pidana
kewarganegaraan yang dapat terjadi dan
dilakukan oleh perorangan maupun pejabat
Tindak pidana vyang dimaksud dapat
mengakibatkan seseorang kehilangan hak
untuk memperoleh atau memperoleh
kembali dan/atau kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal
ini dapat dilakukan karena unsur kelalaian.
Tindak pidana kewarganegaraan juga dapat
terjadi akibat adanya perbuatan secara
sengaja memberikan keterangan palsu,
termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dokumen palsu,
memalsukan surat atau dokumen dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai keterangan atau surat atau
dokumen yang dipalsukan untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia atau memperoleh  kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penjelasan Atas Undang-Undang
Kewarganegaraan Republik  Indonesia
bagian I. Umum menegaskan Warga negara
merupakan salah satu unsur hakiki dan
unsur pokok suatu negara. Status
kewarganegaraan menimbulkan hubungan

14



timbal balik antara warga negara dan
negaranya. Setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban terhadap
negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai

kewajiban memberikan perlindungan
terhadap warga negaranya. Sejak
Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur
dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun
1946 tentang Warga Negara dan Penduduk
Negara. Undang-Undang tersebut
kemudian diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang
Waktu untuk Mengajukan Pernyataan
Berhubung dengan Kewargaan Negara
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1948 tentang Memperpanjang
Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan
Berhubung dengan Kewargaan Negara
Indonesia. Selanjutnya, ihwal
kewarganegaraan terakhir diatur dengan
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958
tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Talun
1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958
tersebut secara filosofis, yuridis, dan
sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan masyarakat dan
ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara
filosofis, Undang-Undang tersebut masih
mengandung ketentuan-ketentuan vyang
belum sejalan dengan falsafah Pancasila,
antara lain, karena bersifat diskriminatif,
kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan
persamaan antarwarga negara, serta
kurang memberikan perlindungan terhadap
perempuan dan anak-anak.?

3Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
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B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindak pidana di bidang
kewarganegaraan ?

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana di bidang
kewarganegaraan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang dipergunakan dalam
usaha menganalisis bahan hukum dengan
mengacu kepada norma-norma hukum
yang  dituangkan  dalam peraturan
perundang-undangan. Prosedur identifikasi
dan inventarisasi bahan hukum vyang
mencakup bahan hukum primer, vyaitu
peraturan perundang-undangan, bahan
hukum sekunder, yaitu literatur dan karya
ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri
dari; kamus hukum. Bahan hukum vyang
telah, diinventarisasi dan diidentifikasi
selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA DI
KEWARGANEGARAAN
Tindak pidana kewarganegaraan dapat

terjadi akibat adanya kelalaian dari pejabat

BIDANG

dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, sehingga menyebabkan
seseorang kehilangan hak untuk

memperoleh atau memperoleh kembali
dan/atau kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia dalam Bab VI, yang mengatur
mengenai Ketentuan Pidana, menyatakan
dalam Pasal 36 ayat (1): Pejabat yang
karena kelalaiannya melaksanakan tugas
dan kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang ini  sehingga
mengakibatkan seseorang kehilangan hak
untuk memperoleh atau memperoleh
kembali dan/atau kehilangan
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
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Tindak pidana kewarganegaraan juga
dapat terjadi akibat adanya unsur
kesengajaan dari peorangan sebagaimana
diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu setiap
orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan palsu, termasuk keterangan di
atas sumpah, membuat surat atau
dokumen palsu, memalsukan surat atau
dokumen dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh memakai keterangan atau
surat atau dokumen yang dipalsukan untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia atau memperoleh  kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ayat
(2): Setiap orang yang dengan sengaja
menggunakan keterangan palsu, termasuk
keterangan di atas sumpah, membuat surat
atau dokumen palsu, memalsukan surat
atau dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Para pelaku tindak pidana
kewarganegaraan selain pejabat dan
perorangan dapat pula dilakukan oleh
korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal
38 ayat (1): Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
dilakukan korporasi, pengenaan pidana
dijatuhkan kepada korporasi dan/atau
pengurus yang bertindak untuk dan atas
nama korporasi.

Untuk mengklasifikasikan sebagai tindak
pidana kewarganegaraan, maka unsur
tersebut harus melekat dalam tindak
pidana vyang dilakukan, yaitu melawan
unsur melawan hukum dan unsur
kesalahan. Unsur melawan hukum dapat
memiliki dua pengertian, yang pertama
dalam artian melawan hukum secara formal
yaitu, melakukan sesuatu terbatas pada
yang dilarang oleh undang-undang.” Kedua,
melawan hukum secara materil adalah
melakukan sesuatu yang dilarang dalam
perundang-undangan maupun berdasarkan
asas hukum vyang tidak tertulis.’

Y. M. van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum

Pidana Material Bagian Umum. Diterjemahkan oleh
Hasan. Bina Cipta.tanpa tempat. 1984, hal. 102-103.
> P.A.F Lamintang, op. cit., hal. 184-185.

Pencantuman unsur melawan hukum
dalam suatu tindak pidana berpengaruh
pada proses pembuktian. Apabila dalam
suatu Pasal secara nyata terdapat unsur
melawan hukum, maka Penuntut umum
harus membuktikan unsur tersebut, jika
unsur tersebut tidak terbukti maka
putusannya vrijspraak atau putusan bebas.
Sedangkan, jika unsur melawan hukum
tidak secara tegas merupakan unsur dari
suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya
unsur tersebut menyebabkan putusannya
lepas dari segala tuntutan hukum.

Unsur  kesalahan  (schuld), vaitu
kesalahan dipersamakan artinya dengan
kesengajaan  (opzet) atau kehendak
(voornawen). Geen straf zonder schuld
(tiada hukuman tanpa kesalahan), ini
berarti orang yang dihukum harus terbukti
bersalah. Kesalahan mengadung dua
pengertian. Dalam arti sempit yang berarti
kesengajaan (dolus/opzet) yang berarti
berbuat dengan hendak dan maksud (atau
dengan menghendaki dan mengetahui:
willen en wetens), sedangkan dalam arti
luas berarti dolus dan culpa.® Culpa sendiri
berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku
terdapat kekurangan pemikiran,
kekurangan pengetahuan, dan unsur yang
ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek.
Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak
pidana apabila ada subjek (pelaku) dari
tindak pidana itu sendiri. Agar dapat
dipidana, dalam diri subjek atau pelaku
pidana tidak terdapat dasar penghapus
pidana, baik dasar pembenar maupun dasar
pemaaf. kekurangan kebijaksanaan vyang
diperlukan.’

®jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas
Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. PT
Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2003, hal. 173.
'SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia
dan Penerapannya. Alumni Ahaem-
Petehaem.Jakarta. 1989, hal. 192.
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B. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEWARGANEGARAAN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia dalam Bab VI, yang mengatur
mengenai Ketentuan Pidana, menyatakan
dalam Pasal 36 ayat (1): Pejabat yang
karena kelalaiannya melaksanakan tugas
dan kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam  Undang-Undang ini  sehingga
mengakibatkan seseorang kehilangan hak
untuk memperoleh atau memperoleh
kembali dan/atau kehilangan
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun. Ayat (2): Dalam hal
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan karena kesengajaan,
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37 ayat (1) Setiap orang yang
dengan sengaja memberikan keterangan
palsu, termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dokumen palsu,
memalsukan surat atau dokumen dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai keterangan atau surat atau
dokumen yang dipalsukan untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia atau memperoleh  kembali
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2): Setiap orang yang dengan
sengaja menggunakan keterangan palsu,
termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dokumen palsu,
memalsukan surat atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun dan denda paling sedikit
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
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juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat (1): Dalam hal tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana
dijatuhkan kepada korporasi dan/atau
pengurus yang bertindak untuk dan atas
nama korporasi. Ayat (2): Korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana denda paling
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
dicabut izin usahanya. Ayat (3): Pengurus
korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang
kewarganegaraan vyaitu Pejabat yang
karena kelalaiannya melaksanakan tugas
dan kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang ini
sehingga  mengakibatkan  seseorang
kehilangan hak untuk memperoleh atau
memperoleh kembali dan/atau
kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Setiap orang yang dengan
sengaja memberikan keterangan palsu,
termasuk keterangan di atas sumpah,
membuat surat atau dokumen palsu,
memalsukan surat atau dokumen
dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh memakai keterangan atau
surat atau dokumen vyang dipalsukan
untuk memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia atau memperoleh
kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

1. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana di bidang
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kewarganegaraan yaitu pidana penjara,
pidana denda. Pejabat yang karena
kelalaiannya dan kesengajaan
melaksanakan tugas dan kewajibannya
dipidana dengan pidana penjara. Setiap
orang maupun korporasi yang dengan
sengaja memberikan keterangan palsu,
termasuk keterangan di atas sumpabh,
membuat surat atau dokumen palsu,
memalsukan  surat atau dokumen
dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh memakai keterangan atau
surat atau dokumen yang dipalsukan
untuk memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia atau memperoleh
kembali  Kewarganegaraan Republik
Indonesia dipidana dengan pidana
penjara dan pidana denda. Korporasi
sebagaimana dimaksud dipidana dicabut
izin usahanya dan pengurus korporasi
dipidana dengan pidana penjara dan
pidana denda.

B. SARAN
1. Untuk mencegah bentuk-bentuk tindak
pidana di bidang kewarganegaraan
diperlukan pegawasan dan terhadap
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia khususnya berkaitan
dengan siapa yang menjadi Warga
Negara Indonesia; syarat dan tata cara
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia; kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia; syarat dan tata cara
memperoleh kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia, perlu dilaksanakan
oleh pejabat sesuai dengan prosedur
peraturan perundang-undangan vyang
berlaku. Pemerintah perlu mengawasi
dan melakukan penindakan terhadap
pejabat, perorangan termasuk korporasi
yang karena kelalaian dan kesengajaan
melakukan tindak pidana
kewarganegaraan dan menjadi
kewajiban pemerintah untuk melakukan
sosialisasi  kepada  warga  negara

mengenai syarat dan prosedur berkaitan
dengan syarat dan tata cara
memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia; kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia; syarat dan tata cara
memperoleh kembali Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana di bidang
kewarganegaraan, khususnya terhadap
pejabat yang melakukan kelalaian atau
kesengajaan perlu dilakukan secara
tegas untuk memberikan efek jera bagi
pejabat tersebut dan agar perbuatannya
tidak ditiru oleh pejabat yang lain. Bagi
setiap orang termasuk korporasi yang
melakukan tindak pidana di bidang
kewarganegaraan perlu dikenakan sanksi
pidana penjara dan pidana denda,
termasuk kepada pengurus korporasi.
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